WALIKOTA MAGELAN G,

. Menimbang @ 3 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat ( 1 )
Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
| Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang — Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang
- Perubahan Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
~ Pemerintahan Daerah menjadi Undang — Undang , Walikota
~ Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang
aban Pelaksanaan APBD kepada Dewan
yat Daerah berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
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5 tentang Pajak Blillmi
gara Republik Indonesia Tahun
Indonegiy s Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor
Undmg Nniflz} sebagaimana telah diubah dengan

E = Undan Or 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas
dan Baﬂsunan (Egzﬁmor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
1994 Nomor Tﬂfﬂn Negara Republik Indonesia Tahun
Indonauia NOII'Ior 3'569)?“'“3&]1&11 Lembaran Negara Republik

dan Reh'ibusi D 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
. acrah g raj
Tahun 1997 No (

m Lembaran Negara Republik Indonesia

onesia Nomg nr341’ Tambahan Lembaran Negara Republik
Undang-Undan ;q 685) sebagaimana telah diubah dengan
U ot Undag.n omor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
dan Retribys; & Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah

Tahun 2000 ;JDEI:::mélziél?mbaran Negara Republik Indonesia
: A am blik
Indonesla NMEI 4043); bahan Lembaran Negara Republl
4. Undang-Ung

ang Nomor 21 Tah o
Hak un 1997 tentang Bea Peroleha
Alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

II] .
donesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3688):

;. IEI ndar;g-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Kﬂllyeienggarm Hegm yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
o oy gan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1.999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 );

7. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
INegara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
omor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 );
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o — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

engelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran
' Tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 )
. tntang,_ Sistem
~ 10. Undang — Undan Nomor 25 Tahun 2004 1o
i S erenkatiady : Tambahan
N f‘* sublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 1
* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 '
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‘ Dm E ,;"'-tm"““m-j ! Nomor 3

Ne : Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Nl! ; lasl T.mh.hm 8ara Republik Indonesia Tahun 2004
PRI 443 ) “bw LGl'nbamn Negara Republik Indonesia
Unﬂm. NM 8 tﬂhmma telah diubah dengan Undang
Pﬁfﬂ‘lﬂu‘.._pm“m ’ l.;lnd 2005 tentang Penetapan Peraturan
mms Pﬂ'ﬂ.bﬂm U Ndang - Undang Nomor 3 Tahun 2005

Lem M&ﬂ_ﬂ g Nomor 32 Tahun 2004
( wN&’t‘:hmep lf:’!liztl'a.h mﬂn:jadi Undang Undang

L P -

Kedudukan K:ll::;m tah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang
(Lembaran Negmsﬁﬂ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tambahan Lemb cpublik Indﬂnegia Tahun 2000 Nomor 210,

14, Pﬁratu_ran Pﬂm .
€rintah Nomor 65 . Dt
Daerah (Lembaran e Tahun 2001 tentang Pajak

Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor | cp onesia _
Nomor 4113.%) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Ke

; uangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwahilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
 Republik "mi 4416 ); sebagaimana telah diubah
- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
tang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
In 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
nan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
an Negara Republik Indonesia Tahun 2007

ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
ra Republik Indonesia Nomor 4502 );

S |
intah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
rintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
nor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik b’
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ran Negara Republik Indonesis

Nm 55 Tnhun 2008 tentang [ana

Lm\b.mnqpuh"k Indonesia tahun 2009
N'III’H R'“”h“k friclonesta

Hmw 56 Tahun 2004 tentung Sistem

. ".‘h Llﬂﬂlllln Nc“,lr;; Hrpuhllln

8hun 2005 Nomey 113, 1
| ambahan Lembarnn Negari
Nmu 4576 ),

mm Nm 57 Tahun 2005 tent: g Hibah

Im '.lnlk nesia Tahun 2005 Nomor |19
. RUPUbllk lndnncnm Nomor 4577 ),

- xﬂllﬂlljl Nomor 58 Tahun 2005 tentang
M.mzms NDW ( Lembaran Ncg wra Ke 1mh||k

24, Peraturan Pmerlnuh Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pﬂmﬂlﬂ dan Pmm Standar Pelayanan  Minimi i
( Lembaran Nﬁm Rﬂ?ublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555 )

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentany Pedoman
Pembinnn dan Plllll\'lllln Pﬂnyalengglrun Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 16’: Wmm Num Republik Indonesia
Nomor 4614 | T

zﬁ,. Pmm Pcmd:m Nomor &Tm 2006 tentang Pelaporan
| dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara
2 mmm 25, Tambahan Lembaran

idor m«u).
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Anggaran Pmdgpmmlmg Nomor 2 Tahun 2007 tentang
(Lembaran Daerah K Bﬂmjl Daerah Tahun Anggaran 2007
o Maﬂel““ﬂ Tahun 2007 Nomor 4 Seri A

32. Peraturan Damh Kﬂtﬂ,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN

AH KOTA MAGELANG TENTANG
AN PELAKSANAAN ANGGARAN
" DAN BELANJA DAERAH TAHUN
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anggaran

o aan :
" M;‘:ie:‘iymm | h : _ Rp R.800 246 944 19

SILPA Rp. 54.955.352.433,93
Rp. 63.755.599.378.12

Pasal 3
japoran realisasi anggaran sebagai :
g aren e _ dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut
1 Selisih anBEATES = realisasj Pendapatan <e:
| 'fincian sebagai berikut : Sejumlah Rp 9.954.387.927,19 dengan
Anggaran pendapatan setelah pery
" Realisasi pendapatan o Rp.315.875.304.000,00
“Selisih lebib/(kurang)........... R0.325.829.691.927,19

Rp. 9.954.387.927.19

lisih anggaran dengan realisasi beap
f;:cian sebagai berikut : ja

ggaran belanja setelah perub
:ﬁneaﬁsasi PR Rp. 351.531.871.000,00

R i Rp. 317.029.444.983.00
Selisih lebih/ (kurang) Rp. 34.502.426.017.00

). Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp. 44.456.813.944.19 dengan

() sejumlah Rp. 34.502.426.017.00 dengan

rincian sebagai berikut :
. a Defisit Siew'ah perubahan Rp. (35.656.567.000,00)
. b Realisasi Rp. 8.800.246.944.19
Sefisih lebih /(kurang)..+ iU AR NN Rp. 44.456.813.944,19

roalmasl _penerimaan  pembiayaan  sejumlah

,U7) dengan rincian sebagai berikut :

rerimaan setelah perubahan Rp. 76.655.567.000,00

e - Rp. 75.954.352.433.93

et ,ﬁ., ............. Rp. (701.214.566,07)
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Pasal 4
pagaimana dimaksud dalam p
ci s¢ ' ‘ Asal 1)
ch’sli benk‘lﬂ " wruf § Per 31 Desermnber Tahun 2007
'#ba.llu“ﬂ‘h Asct. ‘b ............................
b pgniah KEWRIORE sviruyoyasiiiygy, S0 L, - Rp. 1.463.972 925 805.74
b iuml“]‘ G Dnna """""""""""" Rp. 2.593 781 816,00
R s N R T e Rp. 1.461.379.143 989 74
Pasal §
5 arus kas sebagaimana dip,
rmpai d B 31 D“Mm a#:ll:d dalam Pasal | huruf ¢ untuk tahun yang
""‘ﬂgaldn Kas Awal per | Januar tahyyn 900 S°Pagai berikut I, E
& Arus kas dari aktivitas operasi i Rp. 7592789879293
b Arus kas dari aktivitas investasi age( no, | Rp.  83.379.293.984.19
¢ apus kas dari aktivitas pembiayaan U820 Rp.  (74.579.047.040.00)
d- 'arus kas dari aktivitas non anggaran Rp.  (20.996.510.000.,00)
¢ galdo akhir kas bendahara penge| Rp. (49.760.194.00)
L] r 1 .-?
e sk B RIS
-l . : : ot
. Pajak Yang Belum Disetor 1;& 73.723.835 .0?
akhir kas bendahara rimag P. 1.103.315.113,00
4 SS:llgzkﬂs akhir per 31 neiﬁﬁer Rp. 320.132.177.00
b. talun 2007 Rp.  65202.415.969,12

Pasal 6

(Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun

anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos —
poS Japoran keuangan.

Pasal 7

. gjavffaban Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini

terdiri dari :

5 Lampiranl :  Laporan Realisasi Anggaran
3 Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran 1.2 . Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah , organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

- Lampiran L3 :  Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
B e ~ urusan pemerintahan daerah , organisasi, program dan
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dacrah dan
fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara,

R it bahan dan pengurangan aset tetap
ar realisasl penam -

L

yaftar real penambahan dan pengurangan aset lainnya,

Do kegiatan kegiatan yang belum diselesaikan sampai
Dt g g Sk ki, v

aar ninjiaman daerah dan obligasi daerah.
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= m' l d
3 mevw::m Pasal | ayat ( 2 ) terdin dan

daerah inj.
Pﬁmsahﬂan daerah tercantum

Anggaran PmmBg]anja D lg pm]al?ﬂl'ﬂﬂ pertanggungjawaban
1an d sebagai rincian lebih lanjut dan
ehdapatan Belanja Daerah

L]

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Agustus 2008
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